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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Tahapan Implementasi Kebijakan BLT DD di  Kecamatan Purwojati 

Tahapan Implementasi Kebijakan BLT DD Tahun 2022 di  Kecamatan 

Purwojati telah sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Permendes 13 tahun 

2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Adapun Tahapan 

Implementasi  Kebijakan BLT DD Tahun 2022 di  Kecamatan Purwojati adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahapan Perencanaan meliputi Sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi 

BLT DD; 

b. Tahapan Pelaksanaan meliputi Penetapan KPM BLT DD, Evaluasi 

Camat dan Penyaluran BLT DD; 

c. Tahapan Pertanggungjawaban meliputi Pengawasan, Publikasi dan 

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban BLT DD. 

2. Dinamika Implementasi Kebijakan BLT DD di  Kecamatan Purwojati 

Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan Perpres 104 tahun 2021 

tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 memiliki tujuan yang sangat baik 

dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui 

BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19. Namun kenyataan di lapangan 

masih ada berbagai dinamika menyelimuti program tersebut, antara lain sebagai 

berikut :   
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a. Adanya keterpaksaan pihak pemerintah Desa di Kecamatan Purwojati 

dalam melaksanakan Perpres No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2022.  

b. Adanya Perubahan Kriteria dan Jumlah KPM BLT DD di Kecamatan 

Purwojati Tahun 2022. 

c. Adanya KPM BLT DD di Kecamatan Purwojati Tahun 2022 yang 

kurang tepat sasaran. 

d. Timbulnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Non Penerima 

BLT DD di Kecamatan Purwojati. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Untuk itu diperlukan hubungan ideal dalam hubungan pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, yaitu : 

1. Bagi pemerintah pusat dalam membuat peraturan tentang Desa diharapkan 

mengikutsertakan perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah desa (bottom 

up planning) sehingga tidak terjadi permasalahan dalam melaksanakan 

peraturan tersebut. 
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2. Dengan adanya otonomi desa diharapkan dalam pembuatan peraturan tentang 

Desa agar dibuat lebih lentur (flexible) mengingat kondisi satu desa dengan 

desa yang lain bisa jadi sangat berbeda. 

3. Perlu adanya collaborative governance yaitu sebuah strategi baru dalam tata 

kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul 

di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


